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ABSTRACT 
This research aims to identify the fairness assessment procedures of related-party transactions by 
the tax assessor functional at KPP Madya Surabaya as well as the resistancesoccured whilemaking 
the assessment. This research applies qualitative method with descriptive research type. The focus 
of this research is to ascertain the assessment procedures carried out by the tax assessor functional 
at KPP Madya Surabaya with the types of transactions in the form of machine and equipment rental 
for the cigarette industry between the related-party (PT ABC and PT XYZ) The assessment is 
achived by adopting the income approach. The results of this study indicate that the valuation of 
fair market rental rates is implemented by referring to the investment feasibility criteria. The rental 
price is said to be reasonable if it yields NPV> 0, IRR>WACC and does not exceed the tenant's 
maximum return level (interest rate for investment credit in 2017 is 10.29% + bank credit risk 
(insurance 5%)).There are no specific provisions regarding how much numbers are used as long 
as they meet the criteria used by the tax assessor functional of the Surabaya Tax Office. The 
Resistance during the assessment process arises due to the lack of taxpayers and related parties 
disclosure regarding to the data and required information in the assessment. Apart from that, the 
assessment object which is classified as special property and the conditions during the field visit 
were different from the day of the assessment. 
 
Keywords: Business valuation; fairness transaction; market rental value; related-party  
 
PENDAHULUAN 
Ekonomi pada tahun 2020 berlangsung cukup dramatis. Pandemi Covid-19 menjadi 
penyebab terpuruknya perekonomian di Indonesia. Pajak yang merupakan penyumbang terbesar 
penerimaan negara menjadi salah satu sektor yang mengalami keterpurukan. Salah satu faktor 
penyebab terpuruknya penerimaan negara adalah adanya fenomena penghindaran 
pajak.Penghindaran pajak dapat dilakukan untuk menutupi kondisi perekonomian beberapa 
perusahaan yang lesu akibat pandemi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan 
Febrianti (2018), Pertumbuhan penjualan yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan 
perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin rendah pertumbuhan penjualan, 
maka dorongan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Laporan Tax Justice 
Network  per bulan November tahun 2020 yang berjudul Tax Justice 2020: The State of Tax 
Justice in the time of Covid-19 memperkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga 
$4,785,952,836 atau setara dengan Rp67,6 triliun akibat aktivitas penghindaran pajak yang 
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Tabel 1 Kerugian Pajak Negara dan Kerugian Pajak yang Ditimpakan pada Negara Lain 
Country Total annual 
tax loss ($) 































Afghanistan 2.889.007  597.840  2.291.167  3,05%  2.773 33.240.802  0,01% 
........              
India 10.319.683.940  10.117.529.292  202.154.648  44,70%  4.230.656 0    0,00% 
Indonesia 4.864.783.876  4.785.952.836  7.831.039  42,92%  1.098.974  1.412.289.678  0,33% 
Iran 9.641.223   0    9.641.223  0,06%  1.578 533.275  <0,01% 
Iraq 6.462.227  110.124  6.352.103  0,25%  1.003  427.330.948  0,10% 
........               
Sumber: Tax Justice Network (2020) 
 
Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan 
untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan dan secara legal untuk 
meminimalkan kewajiban (Puji & Aryani, 2016). Globalisasi memberikan efek efisiensi terhadap 
kebijakan fiskal yang membuat negara menurunkan tarif pajaknya akibat peningkatan mobilitas 
barang dan faktor produksi (Ranjan & Gozgor, 2019). Penghindaran pajak dalam lingkup nasional 
dilakukan dengan cara menggeser laba untuk menutup kerugian perusahaan atau perbedaan 
perlakuan pajak (misalnya tarif pajak) antara perusahaan terbuka dan terutup. (Adinda, 2012). 
Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak 
sehingga tidak terkesan melanggar hukum pajak (Dyreng, et al., 2008). Salah satu mekanisme 
yang digunakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dikenal dengan istilah transfer 
pricing. Transfer Pricing merupakan istilah yang digunakan untuk menetapkan harga yang tidak 
wajar atas transaksi penyediaan barang atau penyerahan jasa oleh pihak-pihak yang memiliki 
hubungan istimewa (Nurhayati, 2013). Tujuan transfer pricing adalah mentransmisi data 
keuangan di antara divisi-divisi perusahaan yang saling menggunakan barang dan jasa satu sama 
lain (Lingga, 2015). Perusahaan menggunakan mekanisme transfer pricing untuk meminimalisasi 
jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi (Panjalusman et al., 
2018; Husen, 2011). Transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dalam kasus 
perpajakan dikenal juga dengan istilah transaksi afiliasi atau transaksi para pihak berafiliasi. 
“Kaitan langsung antara perpajakan dengan afiliasi adalah adanya hubungan istimewa (transfer 
pricing) yang terjadi antarwajib pajak.”Abdul Koni, Managing Partners Pajak Online Consulting 
Group. 
Hubungan Istimewa dapat terjadi antara induk perusahaan dan afiliasi baik di dalam maupun 
di luar negeri (Yudizwara, 2018). Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara 
pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil 
dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nilai 
perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah 
jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, nilai yang 
timbul dalam transaksi afiliasi harus dibuat wajar terlebih dahulu agar sesuai dengan nilai 
transaksi pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. 
Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk 
menguji penerapan prinsip kewajaran nilai transaksi afiliasi. Sesuai dengan Surat Edaran 
Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, 
Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aktiva Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan (selanjutnya 
disebut SE-54/PJ/2016), fungsional penilai pajak dapat melakukan penilaian nilai wajar atas 
transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagai implementasi Pasal 10 ayat (1) UU 
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PPh. Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan 
Perpajakan (selanjutnya disebut SE-05/PJ/2020) menjelaskan bahwa kegiatan penilaian oleh 
fungsional penilai pajak dapat dilakukan atas dasar permintaan bantuan dari fungsional pemeriksa 
pajak, account representative , maupun dari data DSPPn yang diusulkan oleh tim penyusun 
DSPPn tingkat pusat maupun wilayah. Penilaian sendiri dapat diartikan suatu pekerjaan untuk 
memberikan opini secara tertulis mengenai nilai ekonomi atau perhitungan manfaat ekonomi 
menjadi suatu nilai tertentu pada saat tertentu (Siregar, 2002). 
Area riset yang kini banyak diteliti adalah penilaian kewajaran atas transaksi afiliasi sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 tentang Perubahan PER-
43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (selanjutnya disebut 
PER-32/PJ/2011). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2015) dan juga 
oleh Sari dan Salamun (2019) menjelaskan bahwa evaluasi kewajaran harga dilakukan oleh 
fungsional pemeriksa pajak dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam 
hal ini menggunakan acuan PER-32/PJ/2011. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Pahlevi et al. (2019) menyatakan bahwa pemeriksa pajak dapat memanfaatkan transfer pricing 
document untuk menilai kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi. 
PER-32/PJ/2011 menjelaskan bahwa dalam mengukur kewajaran dan kelaziman usaha atas 
transaksi, fungsional pemeriksa pajak dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode di 
dalamnya. Metode-metode tersebut antara lain, Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale 
Price Method (RPM), Cost Plus Method (CPM), Profit Split Method (PSM), dan Transactional 
Net Margin Method (TNMM). Perhitungan dalam metode tersebut menggunakan dasar nilai 
berupa nilai buku yang tercantum dalam laporan keuangan, bukan nilai pasar/nilai wajar. Jika 
perusahaan-perusahaan tersebut dinilai dengan nilai buku (historical cost), tentu tidak fair karena 
mencerminkan nilai ekonomi yang tidak sebenarnya (Yusuf, 2008). Untuk itu, diperlukan bantuan 
penghitungan nilai wajar oleh fungsional penilai pajak. 
Kewajaran atas transaksi merupakan objek penilaian bisnis sebagaimana disebutkan dalam 
lampiran II SE-54/PJ/2016, tetapi dalam bidang perpajakan, prosedur penilaian kewajaran atas 
transaksi belum diatur secara detail. Ruang lingkup peraturan penilaian, seperti Standar Penilaian 
Indonesia (SPI), SE-54/PJ/2016, dan SE-05/PJ/2020, hanya meliputi prosedur penilaian bisnis 
dengan objek penilaian berupa entitas, ekuitas, dan kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh 
suatu kejadian atau peristiwa tertentu (economic damage). 
Perbedaan antara aturan dan ketentuan yang berlaku serta penelitian sebelumnya dengan 
fakta yang ada di lapangan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur penilaian kewajaran atas transaksi antarpihak 
berafiliasi yang dilakukan oleh fungsional penilai pajak. Menurut penulis, penting untuk 
mengetahui prosedur yang dimaksud karena penilaian kewajaran atas transaksi dibutuhkan untuk 
membantu pihak lain (yang hanya dapat menguji kewajaran atas transaksi sesuai PER-
32/PJ/2011) untuk menghasilkan nilai transaksi wajar yang lebih akurat. Selain itu, penulis juga 
ingin mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penilaian yang dilakukan oleh fungsional 
penilai pajak.)”. Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa penentuan harga wajar yang biasanya 
dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan menggunakan metode yang dikenal secara umum namun 




Saraswati et al., (2015) melakukan penelitian berjudul Evaluasi Kewajaran Harga dan 
Kesesuaian Metode Transfer Pricing dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus 
pada PT Mertex Indonesia). Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian 
metode yang digunakan PT Mertex dengan metode yang diatur dalam PER-32/PJ/2011. Penelitian 
dilakukan terhadap metode transfer pricing yang digunakan oleh PT Mertex dengan menggunakan 
indikator tingkat laba berupa Markup on Total Cost (MTC) untuk menentukan sifat kewajaran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode transfer pricing yang digunakan PT Mertex sesuai 
dengan arm’s length principal dan PT Mertex telah menerapkan prosedur dan tindakan 
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sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2011. Ada perbedaan antara PT Mertex dan pemeriksa DJP 
dalam pengungkapan arm's length price pada transaksi transfer pricing sehingga perlu dilanjutkan 
ke tingkat keberatan. 
Sari dan Salamun (2019) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 
transaksi apakah sudah sejalan dengan prinsip arm's length atau tidak dan untuk menganalisis 
transaksi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia, yakni PER-32/PJ/2011 dan 
Pedoman transfer pricing OECD atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Penelitian dilakukan atas transaksi PT ABC dengan perusahaan asosiasi yang dilakukan 
pada tahun 2016. Rasio Net Cost-Plus Mark-up (NCPM) dianggap sebagai indikator tingkat laba 
yang paling tepat untuk mengukur manufaktur PT ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABC 
Inc. menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagai metode transfer pricing 
dari transaksi dengan afiliasi perusahaan. Dalam menerapkan prinsip arm’s length, ABC Inc. sudah 
sejalan dengan peraturan perpajakan Indonesia PER-32/PJ /2011 dan EOCD. 
Pahlevi et al. (2019) juga melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis pemanfaatan transfer pricing documentation pada pemeriksaan transfer pricing untuk 
menilai kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemeriksa 
pajak dapat memanfaatkan transfer pricing documentation untuk menilai kewajaran dan kelaziman 
transaksi afiliasi. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan cara meminjam 
master file ke wajib pajak dan mengirim permintaan CbCR ke DJP.  
 
METODE 
Penelitian dan penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai 
prosedur penilaian kewajaran atas transaksi sewa mesin dan peralatan pihak berafiliasi. Penelitian 
ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara tidak terstruktur 
melalui media elektronik dan membuat catatan wawancara serta mengajukan pertanyaan secara 
terstruktur dengan cara bersurat secara formal ke lokasi tempat penelitian. Wawancara dilakukan 
kepada dua orang fungsional penilai pajak. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 
menelaah dan mempelajari berbagai literatur untuk memperoleh data dan informasi serta lebih 
memahami teori-teori yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Dalam hal ini, dokumen 
yang menjadi kajian penulis adalah kasus yang ditangani oleh  fungsional pemeriksa pajak. Selain 
itu, informasi tersebut diperoleh dari dokumen publik seperti buku-buku, jurnal penelitian, 
peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan maupun dokumen 
privat seperti laporan hasil penilaian, dan dokumen privat lain yang relevan dengan topik 
pembahasan sehingga diperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian 
HASIL  
Prosedur Penilaian Kewajaran atas Transaksi Sewa mesin dan Peralatan 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya, 
diketahui prosedur penilaian kewajaran atas transaksi berupa sewa mesin dan peralatan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: identifikasi masalah, pengumpulan dan pemilihan data, serta 
analisis data. 
Fungsional pemeriksa pajak KPP Madya Surabaya melakukan kegiatan pemeriksaan atas PT 
XYZ. PT XYZ diketahui telah melakukan transaksi sewa mesin dan peralatan industri rokok untuk 
kegiatan operasional dengan perusahaan afiliasi. PT XYZ menyewa mesin operasional kepada 
perusahaan lain dalam satu grup yang sama, yakni PT ABC. PT ABC sebagai pemilik mesin telah 
menyewa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian mesin dan peralatan yang 
akan disewakan untuk menentukan harga sewa wajarnya. Berdasarkan rekap laporan penilaian yang 
diberikan oleh PT XYZ kepada fungsional pemeriksa pajak, diketahui harga sewa mesin yang 
dihasilkan oleh KJPP pada tahun 2016 menghasilkan harga sewa wajar sebesar 
Rp1.400.000.000,00/tahun. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan hasil penilaian dari KJPP lain 
pada tahun 2018, yakni sebesar Rp2.912.200.000,00/tahun. 
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Tabel 2 Riwayat Penilaian Kewajaran Transaksi Sewa Mesin  milik PT ABC 
No Penilai Tahun Penilaian Hasil Penilaian 
1 KJPP A (Nama Samaran) 2016 Rp1.400.000.000,00 
2 KJPP B (Nama Samaran) 2018 Rp2.912.200.000,00 
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Madya Surabaya 
 
Jika sesuai dengan teori penilaian, semakin lama usia mesin maka nilai sewa seharusnya semakin 
murah karena dipengaruhi faktor penyusutan. Selain itu, besar nilai transaksi yang disepakati 
memberikan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat pengembalian maksimum penyewa (suku 
bunga kredit investasi tahun 2017 sebesar 10.29% + risiko kredit bank (asuransi 5%). Kejanggalan 
tersebut mengindikasikan adanya transfer pricing. Untuk itu, fungsional pemeriksa pajak 
memerlukan bantuan fungsional penilai pajak untuk menguji kewajaran nilai transaksi dengan 
menilai ulang harga sewa wajar atas mesin dan peralatan tersebut. 
Sesuai dengan SE-54/PJ/2016, beberapa data yang diperlukan untuk dilakukan analisis agar 
menghasilkan indikasi nilai antara lain, data makro ekonomi dan industri, data objek penilaian, dan 
data perusahaan pembanding. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari fungsional penilai 
pajak, dalam melakukan penilaian kewajaran atas transaksi menggunakan pendekatan pendapatan, 
tidak diperlukan data perusahaan pembanding berupa: data makro ekonomi, data sektor industri, 
data objek penilaian, dan data perusahaan pembanding. Pertama, dalam penilaian ini, data makro 
ekonomi yang dibutuhkan untuk penilaian kewajaran atas transaksi sewa mesin dan peralatan hanya 
berupa Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Penilai 
mengumpulkan informasi mengenai data makro ekonomi melalui pihak ketiga. Data GDP diperoleh 
dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data tingkat inflasi dan tingkat suku bunga 
diambil dari situs resmi Bank Indonesia (BI). Kedua,  Data sektor industri 
Data sektor industri yang digunakan dalam penilaian ini adalah levered beta, unleveredbeta, 
country risk premium (CRP), equity risk premium (ERP), risk free, tingkat suku bunga utang, tax 
rate industry, debt to equity ratio industry, data pangsa pasar (market share industry), data pasar 
perusahaan sejenis, dan/atau data lain terkait sektor industri. 
 
Tabel 3 Data Terkait Industri Tahun 2017 
Jenis Data Industri Nilai Jenis Data Objek Nilai 
Levered Beta 0,32     
Unlevered Beta 0,31     
Risk Premium Country 1,30% Tingkat Bunga Utang 10,54% 
Equity Risk Premium 6,38% Risk Spesific 0,00% 
Credit Default Spread (CDS) 1,30% Risk Free (SUN) 8,19% 
Tax Rate Industry 15,56% Tax Objek Penilaian 25% 
Debt to Equity Ratio Industri 1,20% DER Objek Penilaian 0,26 
Beta Objek Penilaian (𝛽p) 0,37 
Sumber: Diolah fungsional penilai KPP Madya Surabaya  dari situs resmi Damodaran 
 
Pengumpulan data cukup dilakukan dengan penelitian kantor dengan mengambil informasi dari 
laporan keuangan PT ABC tahun 2018 yang telah diaudit. Data risiko sistematis (beta) dan risiko 
pasar (risk premium market) diambil dari situs resmi Damodaran, sedangkan untuk pangsa pasar 
industri terkait dan perusahaan sejenis diperoleh dari situs resmi BPS dan Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Ketiga, data objek penelitian. Data objek penilaian yang dikumpulkan berupa laporan 
keuangan, ikhtisar laporan keuangan, rekap sewa mesin, dan spesifikasi mesin yang disewakan. 
Informasi tersebut diperoleh dari fungsional pemeriksa pajak, berkas wajib pajak, serta kunjungan 
lapangan maupun wawancara secara langsung kepada wajib pajak. Keempat, data perusahaan 
pembanding.  Berdasarkan informasi yang diberikan oleh fungsional penilai pajak, penilaian 
kewajaran atas transaksi sewa mesin dan peralatan menggunakan pendekatan pendapatan tidak 
memerlukan informasi mengenai data pembanding. 
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PDB merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur 
performance perekonomian dan mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam suatu 
periode tertentu. PDB mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian baik atas dasar 
harga berlaku maupun harga konstan. Data GDP dapat membantu mengetahui pertumbuhan 
maupun penurunan ekonomi suatu negara.Dalam penilaian ini, fungsional penilai pajak KPP 
Madya Surabaya mengambil data PDB Indonesia periode 2010-2017 untuk mengetahui tingkat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2017. Berdasarkan data yang diperoleh, 
diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 merupakan angka 
pertumbuhan tertinggi semenjak tahun 2015, yakni sebesar 5,07%. Angka ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki harapan positif setelah mengalami perlambatan 
semenjak tahun 2010. Menurut IMF dan Bank Dunia saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
masih positif dan perlahan mencapai angka di atas 6% meskipun kemungkinan masih di atas tahun 
2020. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini tentunya membawa angin segar bagi pelaku bisnis dan 
investor di Indonesia. 
Menurut Herman (2003, dikutip dalam Luthfiana, 2018), inflasi merupakan keadaan yang ditandai 
dengan peningkatan harga-harga pada umumnya atau turunnya nilai mata uang yang beredar. Inflasi 
yang rendah dan stabil akan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam 
penilaian ini, fungsional penilai pajak mengambil data tingkat inflasi di Indonesia periode 2009-
2017. Penilai memperoleh kesimpulan bahwa inflasi di Indonesia dalam 10 tahun. Menurut teori 
Keynes, tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Semakin tinggi 
penawaran uang maka tingkat suku bunga akan semakin rendah, dan semakin tinggi permintaan 
uang maka tingkat suku bunga akan semakin tinggi. Penilai bisnis dapat melihat fluktuasi tingkat 
suku bunga untuk mengetahui kondisi ekonomi di Indonesia dan terkait kemampuan perusahaan 
memperoleh dana. Semakin rendah tingkat suku bunga, maka permintaan akan barang dan jasa akan 
semakin meningkat.Berdasarkan data ingkat suku bunga bank di Indonesia semenjak tahun 2010 
rata-rata mengalami penurunan, yang mana rata-rata pada tahun 2010 sebesar 3,13%, kini pada 
tahun 2017 hanya sebesar 1,66%. tingkat suku bunga pada tahun 2017 merupakan tingkat suku 
bunga terendah sejak tahun 2010, hal ini menandakan bahwa pemerintah sedang gencar dalam 
meningkatkan fokus investasi di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 
 
PEMBAHASAN 
Prosedur penilaian kewajaran atas transaksi pihak berafiliasi oleh fungsional penilai pajak 
di KPP Madya Surabaya 
Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh fungsional penilai pajak KPP Madya 
Surabaya, analisis industri menggunakan tiga metode tersebut hanya diperlukan untuk penilaian 
bisnis dalam lingkup ekuitas dan entitas saja.Dalam penilaian ini, fungsional penilai hanya perlu 
melakukan analisis terhadap beta objek penilaian. Beta/risiko sistematis dari suatu saham dapat 
diukur secara obyektif dari responsivitas pengembalian perusahaan terhadap pergerakan 
pengembalian portofolio pasar yang dihitung menggunakan data levered beta, unlevered beta, 
country risk premium (CRP), equity risk premium (ERP), risk free, tingkat suku bunga utang, tax 
rate industri, debt to equityratio industry.Fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya juga 
melakukan analisis kondisi industri terkait dengan objek penilaian. Dengan memperhatikan kondisi 
keuangan beberapa perusahaan industri tembakau terbesar di Indonesia, fungsional penilai pajak 
KPP Madya Surabaya mengambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan rokok masih 
tumbuh dan mencatat laba yang tidak sedikit.  
PT XYZ (lessee) dan PT ABC (lessor) memiliki hubungan afiliasi. Keduanya tergabung dalam 
grup afiliasi yang sama. PT XYZ merupakan anak perusahaan dari PT ABC dengan persentase 
kepemilikan efektif sebesar 1,00%, sedangkan 99% lainnya dimiliki oleh PT lain yang juga 
merupakan anak perusahaan dari PT ABC dengan kepemilikan efektif sebesar 99,00%. 
Berdasarkan tingkat kepemilikan tersebut, diketahui bahwa antara PT XYZ dengan PT ABC 
memiliki hubungan afiliasi/hubungan istimewa dalam bentuk penyertaan modal.Wajib pajak, 
dalam hal ini adalah PT XYZ, merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya. PT 
XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok. PT XYZ 
merupakan industri rokok yang berbasis padat modal (capital insentive) dan memproduki rokok 
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jenis filter. PT XYZ mulai beroperasi pada tahun 2002.PT ABC selaku pemilik properti merupakan 
salah satu industri rokok terbesar yang ada di Indonesia dan telah berdiri lebih dari satu abad. PT 
ABC merupakan afiliasi dari perusahaan rokok internasional. PT ABC telah memiliki beberapa 
entitas anak di Indonesia, baik berupa perusahaan rokok maupun perusahaan non-rokok, salah 
satunya PT XYZ. PT ABC bukan merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan fungsional penilai pajak di KPP Madya Surabaya, tahap 
analisis penyesuaian laporan keuangan tidak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan 
wewenang fungsional penilai pajak di KPP Madya Surabaya untuk mendapatkan informasi dan 
keterangan dari PT ABC selaku pemilik properti. Penyesuaian hanya dapat dilakukan pada data 
laporan keuangan PT ABC sebagai pemilik mesin, sedangkan wajib pajak yang dilakukan 
pemeriksaan kali ini adalah PT XYZ. Oleh karena itu, penilaian menggunakan data laporan 
keuangan PT ABC sesuai yang dipublikasikan pada situs BEI. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan fungsional penilai pajak di KPP Madya Surabaya, tahap analisis kewajaran proyeksi tidak 
dilakukan dalam menilai kewajaran atas transaksi sewa mesin dan peralatan. Dalam teori umum 
penilaian bisnis, diketahui bahwa salah satu alat dalam melakukan penilaian dengan pendekatan 
pendapatan adalah dengan melakukan proyeksi aliran pendapatan. Namun yang harus 
digarisbawahi adalah proyeksi aliran pendapatan hanya disusun dari pendapatan dan beban terkait 
dengan kegiatan operasional dari bisnis. Bisnis utama dari PT ABC bukanlah sewa menyewa mesin 
dan peralatan operasional industri, melainkan pengolahan tembakau menjadi produk 
rokok.Fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya memutuskan untuk menggunakan 
pendekatan pendapatan dengan beberapa alasan, antara lain:Sulit diperolehnya data pasar sewa 
mesin dan peralatan yang sejenis dengan objek penilaian dikarenakan objek penilaian masuk dalam 
kategori properti khusus; dan Objek penilaian menghasilkan pendapatan. 
Prosedur penilaian bisnis menggunakan pendekatan pendapatan yang dijelaskan dalam SE-
54/PJ/2016 tidak menjelaskan objek penilaian bisnis berupa kewajaran atas transaksi sehingga 
fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya melaksanakan penghitungan nilai yang dicari 
dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, menentukan nilai pasar mesin dan peralatan. Penilai harus 
memastikan bahwa nilai mesin yang disewa pada tanggal penilaian harus wajar terlebih dahulu 
sebelum menghitung nilai sewanya. Di sinilah salah satu karakteristik dari penilai bisnis, yakni 
harus mahir dalam melakukan penilaian properti juga. Fungsional penilai pajak KPP Madya 
Surabaya menghitung nilai pasar dari properti menggunakan pendekatan data pasar. Penilaian 
properti menghasilkan nilai properti sebesar Rp11.868.4000.000,00. Kedua, memperkirakan sisa 
umur ekonomis properti. Proyeksi umur ekonomis dari properti merupakan salah satu unsur utama 
yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan dalam pendekatan pendapatan. Pendekatan 
pendapatan digunakan untuk menentukan nilai mesin berdasarkan pada proyeksi kemampuan 
rnesin tersebut untuk menghasilkan pendapatan selama sisa umur ekonomisnya. DJP tidak 
mengatur mengenai patokan umur ekonomis suatu objek penilaian sehingga penilai bebas 
menggunakan literatur manapun dalam menentukan umur ekonomis mesin, selama dapat 
dipertangungjawabkan. Dalam hal ini, fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya mengacu 
pada buku Appraising Machinery and Equipment (1989) yang ditulis oleh Alico dan Jhon dan 
diterbitkan oleh American Society of Appraiser. Sesuai dengan buku tersebut, diperoleh sisa umur 
ekonomis untuk properti objek penilaian adalah 16 Tahun. 
WACC merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh bisnis sebelum 
menghasilkan nilai. Sebuah bisnis maupun investasi akan dinyatakan layak untuk diteruskan jika 
menghasilkan imbal balik melebihi dari WACC atau setidaknya dapat menutupi biaya modal 
awalnya. WACC dalam penilaian ini deperoleh dengan cara: (a)  Menghitung proporsi modal sendiri 
dan modal hutang. Tujuan perhitungan ini untuk mengetahui struktur modal dari PT ABC selaku 
pemilik properti. Dari neraca PT ABC, diketahui jumlah hutang sebesar Rp9.028.078.000.000,00 
dan ekuitas sebesar Rp34.112.985.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui proporsi 
struktur modal perusahaan dari hutang sebesar 20,93% dan dari ekuitas sebesar 79,07%. (b) 
Menghitung Cost of Equity dan Cost of Equity. Cost of Equity bisnis dihitung menggunakan rumus 
CAPM dengan menggunakan data yang diperoleh dari situs Damodaran sehingga diperoleh angka 
sebesar 8,67%. CAPM = 𝑅𝑓 + (𝛽p x Risk Premium Market) 
= 8,19% + (0,37 x 1,3%) 
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= 8,67% 
Cost of Debt dihitung dengan menggunakan data dari situs Bank Indonesia sehingga diperoleh 
angka sebesar 7,91%. After tax cost of debt = Yield x (1 – tax rate) 
= 10,54% x (1 – 25%) 
= 7,91% 
Hasil perhitungan proporsi modal perusahaan digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang 
(WACC) dari PT ABC dan diperoleh angka sebesar 8,51%. Rumus WACC adalah sebagai berikut: 
 
WACC = (We x Coe) + (Wd x Cod) 
   = (79,07% x 8,67%) + (20,93% x 7,91%) 
   = 8,51% 
 
Penghitungan nilai sewa wajar dilakukan dengan cara trial and error hingga dipenuhi kriteria 
investasi yang berlaku di pasar. Dalam  penilaian ini, fungsional penilai pajak menggunakan metode 
NPV dan IRR. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh harga sewa wajar properti 
sebesar Rp1.420.000.000,00 tiap tahun dengan NPV>0 dan IRR sebesar 8,91%.Dalam proses 
menentukan nilai sewa di atas, fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya menggunakan alat 
bantu berupa kertas kerja penilaian (KKP) dalam bentuk microsoft office excel. KKP tersebut telah 
diatur dan dibuat format sesuai dengan konsep penilaian bisnis yanga mengacu pada SPI sehingga 
fungsional penilai pajak hanya perlu memasukkan jumlah sewa dengan beberapa percobaan angka 
sampai didapatkan nilai IRR yang sesuai.Penulis mencoba untuk mengetahui detail perhitungan 
yang ada di KKP. Dari hasil trial and error, penulis menemukan bahwa masih terdapat nilai sewa 
wajar lain yang memenuhi kriteria yang digunakan fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya, 
yakni Rp 1.415.000.000,00. Angka tersebut menghasilkan NPV>0 dan IRR sebesar 8,85% (hasil 
pembulatan dua angka di belakang koma).  
Berdasarkan hasil temuan nilai wajar di atas, penulis melakukan konfirmasi kepada fungsional 
penilai pajak KPP Madya Surabaya yang bertugas melakukan penilaian. Hasil konfirmasi diperoleh 
bahwa tidak ada ketentuan maupun pertimbangan lain dalam memutuskan berapa harga sewa yang 
akan digunakan selama memenuhi kriteria kelayakan investasi di atas. “Kemarin tidak ada 
(pertimbangan khusus untuk pengambilan angka sewa) karena banyak mesin dan yang dinilai tidak 
cuman satu itu mbak jadi selama masuk ya kita pakai langsung”, tutur Tri Hardianto selaku 
fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya.Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan 
oleh fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya dan dengan mempertimbangkan berbagai 
faktor yang mempengaruhi nilai, disimpulkan bahwa nilai sewa pasar atas mesin dan peralatan 
industri rokok pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.420.000.000,00.Laporan penilaian 
dibuat sesuai dengan format yang ada di dalam SE-54/PJ/2016. Tanggal laporan hasil penilaian 
adalah 3 Maret 2020. Penatausahaan Laporan Hasil Penilaian dilakukan oleh fungsional penilai 
pajak. Salinan laporan hasil penilaian diberikan kepada fungsional pemeriksa pajak untuk dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan atas PT XYZ. Hasil 
penilaian tersebut diterima wajib pajak dan berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar 
Rp574.497.000,00. 
 
Hambatan yang dialami oleh fungsional penilai pajak dalam melakukan proses penilaian 
kewajaran atas transaksi pihak berafiliasi di KPP Madya Surabaya. 
Beberapa hambatan yang berhasil penulis dapatkan berdasarkan wawancara dengan fungsional 
penilai pajak KPP Madya Surabaya antara lain. Pertama, Kegiatan penilaian berawal dari 
permintaan bantuan tenaga ahli dari fungsional pemeriksa pajak (post audit) menyebabkan tanggal 
Penilaian (1 Januari 2018) dengan tanggal dilakukan kunjungan lapangan objek penilaian (22 
Januari 2020) memiliki rentang waktu cukup lama, yakni hampir dua tahun. Rentang waktu tanggal 
penilaian dengan tanggal kunjungan lapangan objek penilaian menyebabkan sulitnya fungsional 
penilai pajak untuk mendapatkan data mengenai kondisi objek penilaian saat tanggal penilaian 
karena lokasi dan posisi mesin yang disewakan sudah berpindah. Kedua, Data yang diberikan oleh 
wajib pajak maupun pihak terkait hanya berupa summary perjanjian sewa mesin tiap tahun, bukan 
perjanjian sewa keseluruhan. Ketiga, Tidak dapat dilakukan penyesuaian terhadap laporan 
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keuangan pemilik properti sehubungan dengan penilaian kewajaran atas transaksi menggunakan 
pendekatan pendapatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk meminta data dan 
informasi kepada PT ABC selaku pemilik properti karena pemeriksaan dilakukan pada PT XYZ. 
Secara administrasi dapat dilakukan permintaan bantuan penilaian kepada fungsional penilai pajak 
di KPP tempat PT ABC terdaftar, tetapi PT ABC tetap punya wewenang untuk tidak memberikan 
data dan informasi yang diperlukan dalam penilaian. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh beberapa kesimpulan 
terkait pembahasan mengenai prosedur penilaian kewajaran atas transaksi sewa mesin dan peralatan 
menggunakan pendekatan pendapatan oleh fungsional penilai pajak. Kesimpulan yang diperoleh 
antara lain. Prosedur penilaian kewajaran atas transaksi sewa mesin dan peralatan menggunakan 
pendekatan pendapatan oleh fungsional penilai pajak dilakukan sedikit berbeda dengan petunjuk 
umum yang terdapat pada SE-54/PJ/2016 dan SPI 2015, tetapi tetap tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang telah diatur. Ini berarti bahwa dalam praktik di lapangan, prosedur yang dapat 
dilakukan oleh seorang fungsional penilai bisa saja disesuaikan dengan kondisi yang ditemui. 
Pedoman dalam Surat Edaran tersebut di atas, merupakan sebagai acuan secara umum. Tidak ada 
ketentuan khusus mengenai berapa besar angka yang digunakan selama memenuhi kriteria yang 
digunakan fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya.Terdapat beberapa hambatan yang 
ditemui fungsional penilai pajak KPP Madya Surabaya saat melakukan penilaian kewajaran atas 
transaksi. Sebagian hambatan muncul dari faktor kurang terbukanya wajib pajak dan pihak terkait 
atas data dan informasi yang diperlukan dalam penilaian. Status wajib pajak yang diperiksa adalah 
penyewa properti (PT XYZ) dan bukan pemilik properti (PT ABC) menyebabkan semakin sulitnya 
memperoleh informasi keuangan yang sebenarnya. Selain itu, hambatan juga muncul dari faktor 
objek penilaian yang tergolong properti khusus dan kondisi saat kunjungan lapangan sudah berbeda 
jauh dengan tanggal penilaian. Saran yang dapat diusulkan terkait dengan prosedur penilaian adalah 
memberikan keleluasaan kepada fungsional penilai dalam menentukan metode atau prosedur yang 
dapat dijalankan sesuai dengan karakteristik wajib pajak yang ditemui. Selain, itu teknik untuk 
mendapatkan data informasi keuangan yang sulit, dapat pula dibuatkan benchmark yang bermanfaat 
untuk digunakan dalam perhitungan oleh fungsional penilai. Hal ini juga bermanfaat pada saat 
ditemui hambatan seperti tersebut di atas. 
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